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Abstrak
 

Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang

masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran

jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT

dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis

normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan

yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan pembuatan Akta PKR mengakibatkan kerugian bagi Tuan

AR dimana kepemilikan sahamnya telah beralih kepada pihak lain dan jabatannya sebagai direksi dalam PT

KKB diberhentikan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kuasa untuk menyatakan kembali hasil Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam Akta PKR PT; tidak ada akta pemindahan hak atas saham; dan

tidak ada kuasa untuk melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai

perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Upaya hukum

bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat pembuatan Akta PKR PT KKB adalah mengajukan gugatan

perdata kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta PKR PT KKB dan meminta ganti rugi.

Dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KKB. Notaris harus memeriksa secara

saksama kewenangan penghadap dan meminta kuasa dari RUPS sebelum menuangkan hasil Notulen RUPS

menjadi Akta PKR PT.

......Notary must examines formal truth towards documents that he received prior to drawing up Statement of

Meeting Resolution of Company Deed (PKR PT Deed). However, in practice, there is notary who still

deviates the requirements for drawing up PKR PT Deed. This research analyzes the consequences of

violating the notarial occupation and legal remedies for the aggrieved party relating to the drawing up PKR

PT Deed on Verdict Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. This research is a juridical

normative research using analytical explanatory research typology. The results of this research explain the

violation of notarial occupation is related with drawing up PKR PT Deed which leads to losses for Mr. AR

in which his share ownership was transferred to another party and his director position in PT KKB was

dismissed. Losses arise due to lack of power of attorney to restate the minutes of the General Meeting of

Shareholders (GMS) into PKR PT Deed; lack of transfer of shares right’s deed; and lack of power of

attorney to conduct report towards Ministry of Law and Human Rights in regard with changes in
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shareholders composition and directors and board of commissioners’ composition. Legal remedies available

for the aggrieved party as a result of drawing up PKR PT KKB Deed are submission of claims in the District

Court to cancel the PKR PT KKB Deed and request for compensation. This shall be followed with the

submission of claims to the State Administrative Court to revoke Company Data Amendment Notification

Receipt Letter of PT KKB. The notary must carefully examine the authorities of those appearing before him

and ask for a proxy from the RUPS before drawing up the results of RUPS into PKR PT Deed.


